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ABSTRAK

Judul Skeripsi = Analisis Putusan Hukum Mahksmah Konstitusi Nomor 33/PUU-

FIL2015
Nama . M, Hardianto Pratama

Nim - 02121001100

Skripsi int berjudul Analisis Putusan Hukum Mokkamah Konstitusi Nomor
PUULNIL2013 Tentang Pencabutan Pasal 7 Hurigf v Unddang-undang Nomor
8 Talnm 2015, Masalah yang timbul pada Undang-umdang Nomar 8 Takun 2015
int karena keberadoan Fasal 7 hurufr tentang larangan it berpartisipasi datant
Pemilu apabila ada konflik dengan petahona. Dengan adanya Pasal ini tentu
telah melenggar Hok Asasi Mamsia poda Undang-vidang Dasar 1945, Analisis
Putysan Hakum Mahkamah “Konstitusi Nomor I3PUUXINZ0S Tentang
Pencabutan Pasal 7 Huruf r-Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Metode yang
digunakan dalam skripsi ini perelition hubm adolah metode normatif. Dengan

-pendekatan Ferindang-undongan - (Statute Approack), Penkekaian Analisis
{apatytical approach), Pendekaren Komssptval  (Conceptwal - Approach).
Pembohatan pada sbripsi ini adalah 1.Dasar pertimbangan hakim dalam
wencabut Pasal 7 Huruf r Undang-sindang Nomor 8 Tekea 2013, 2. Dampak
terhaiap masyarakat setelah dicabut.

Kata Kunei  : Petahana, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Hakim
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partisipasi masyarakat yang begitu luas merupakan proses penentuan
kepemimpinan dari suatu wilayah, karena salah satu indikator penting dalam
mengukur sebuah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan
melalui sarana Pemilukada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat
(4) UUD 1945, yang menjelaskan “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis”. Dimana masyarakat diberi hak untuk ikut serta dalam proses politik,
baik untuk dipilih maupun memilih secara sama merupakan prinsip utama dari
sebuah negara demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal

usul, dan sebagaiannya.

Proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, partisipasi masyarakat
merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu proses tegaknya demokrasi untuk
pengisian jabatan publik melalui pemilihan, baik yang bersifat jabatan publik seperti
pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden, ataupun jabatan yang diangakat,
dengan demikian harus dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, karena hak atas

partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak
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konstitusional warga negara yang berlaku secara umum atau universal, sebagaimana
dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)
UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun
1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).!

Ketentuan larangan dalam pencalonan kepala daerah yang memiliki hubungan
dengan darah atau perkawinan petahana (kepala daerah incumbent) dalam pemilihan
kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu persoalan di Mahkamah Konstitusi.
Karena menurut pendapat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik
menyebut rancangan aturan larangan keluarga petahana (incumbent) untuk
mencalonkan diri dalam Pilkada sudah sangat ideal. Karena alasannya bisa saja
tindak terjadi penyelewangan oleh pihak petahana untuk memihak anggota
keluarganya. Karena kepala daerah itu mempunyai peluang menggunakan jalur

birokrasinya untuk memenangkan atau memihak anggota keluarganya.?

Membatasi akses hak politik yang mempunyai hubungan petahana dalam
pilkada merupakan pengaturan yang jauh dari proporsional, bahkan hanya melewati
satu periode. karena, sebaiknya objek yang dibatasi petahana ialah pemegang atau
pemangku jabatan politiknya kepala daerah atau wakilnya, bukan keluarga petahana.

Karena itu, membatasi hak dari keluarga petahana dalam proses pencalonan pilkada

1 Putusan MK Nomor 33/PUU-X11/2015, tentang pencabutan Pasal 7 huruf r Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2015, him 14

2 Cegah Politik Dinasti Keluarga diakses, http://news.detik.com/berita/2874929/cegah-politik-
dinasti-keluarga-petahana-dilarang-maju-pilkada-di-daerahnya, pada 07 maret 2015 pukul 22.22



http://news.detik.com/berita/2874929/cegah-politik-dinasti-keluarga-petahana-dilarang-maju-pilkada-di-daerahnya
http://news.detik.com/berita/2874929/cegah-politik-dinasti-keluarga-petahana-dilarang-maju-pilkada-di-daerahnya
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merupakan Kkebijakan yang sangat tidak tepat. Sebab, keluarga petahana bukan
pemegang kuasa yang tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu
dasar tidak ada alasan untuk membatasi hak keluarga petahana untuk maju dalam

pilkada.

Dalam Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ini melarang
bahkan tidak diperbolehkan dalam pencalonan Kepala daerah dan Wakil Kepala
daerah memiliki konflik kepentingan petahana, dengan kata lain tidak memiliki
hubungan darah, ikatan perkawinan, garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke
bawah, kesamping dengan petahana ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar,
anak, terkecuali melewati jeda satu kali masa jabatan. Dengan kata lain pasal yang
diuji ini diperuntukkan bagi setap orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik
karena keturunan maupun perkawinan, secara merata, tanpa lagi mempertimbangkan
faktor integritas, kompetensi dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas

warga negara yang bersangkutan secara objektif.

Jaminan untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap partisipasi
politik terbuka secara sama sebagai hak asasi setiap warga negara untuk bisa ikut
berpartisipasi dalam kegiatan menentukan atau memilih orang-orang yang akan
memegang pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi dalam
kenyataannya pembentuk Undang-undang membuat aturan atau regulasi yang pada
pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dengan melanggar hak konstitusional

warga negera tertentu yang justru dapat menghambat proses demokratis sebagaimana
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yang tertuang dalam norma Pasal 7 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
yang mengatur salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau
kepala daerah dan wakil kepala daerah harusla tidak mempunyai konflik dengan

petahana.

Petahana berasal dari kata “tahana”, yang artinya kedudukan, kebesaran, atau
kemulian. Dalam dunia politik adalah istilah bagi pemegang atau pemangku suatu
jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam
hubungkan dengan pemilihan umum, di mana sering terjadinya persaingan antara
kandidat petahana dengan non petahana. Sebagai contoh, pada pemilu Presiden
Indonesia 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah petahana, karena ialah presiden
yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan
presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi terbuka (di mana petahana tidak
mencalonkan diri), istilah petahana ini terkadang untuk merujuk kepada kandidat

partai yang masih memegang jabatan kekuasaan.®

Harjono,S.H.,MCL. mengemukakan pendapatnya dalam perkara ini di
Mahkamah Konstitusi yaitu larangan yang dimuat dalam penjelasan Pasal 7 huruf r
pada intinya adalah melarang calon mempunyai hubungan darah langsung maupun
perkawinan. Hubungan tersebut pada intinya berkaitan dengan kelahiran, yaitu

dilahirkan oleh ibu dan berayah kepada siapa ? seseorang tidak mempunyai pilihan

3 https://id.m.wikipedia.org/wiki/petahana diakses pada tanggal 21 Mei 2016 pada pukul

23.42
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untuk dilahirkan oleh ibu siapa, demikian juga untuk memilih ayahnya, demikian
pula seseorang tidak dapat untuk menentukan sendiri siapa yang dikehendaki atau
jadi iparnya karena hal ini tergantung pada siapa yang menjadi isteri atau suami
saudaranya. Ikatan saudara ipar disebabkan kelahiran, yaitu bersaudara dengan suami
atau isteri iparnya. Suku bangsa, warna kulit jelas, jenis kelamin sama halnya akan
tergantung kepada kelahiran seseorang®. Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris

(accessibility) yang artinya kurang lebih kemudahan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan seseorang tidak bisa memilih dia dari garis
keturunan siapa, keluarga siapa, selama dia mempunyai faktor integritas, kompetensi
dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas warga negara yang bersangkutan
secara objektif, maka seseorang tersebut dapat berhak untuk mencalonkan diri
sebagai Kepala darah atau Wakil Kepala daerah, tetapi Pasal 7 huruf r telah
bertentangan dengan hak konstitusional tersebut. Jadi aksesibilitas dapat kita pahami
sebagai kemudahan yang diberikan pada penyandang cacat untuk dapat
mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian — bagian

tubuh si penyandang cacat.®

Dalam pengujian Undang-undang ini yang menjadi Pemohon adalah Adnan
Purichta Ichan, S.H., pekerjaannya adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Periode 2014-2019. Dia merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh Pasal 7

4 1bid, him 51
> https://idtesis.com/pengertian-aksesibilitas-adalah/ diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pada
pukul 22.58
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huruf r, karena sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang
sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh
adanya norma dalam pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan
darah langsung, tepat mempunyai ayah kandung yang saat mengajukan permohonan
ini sedang menjabat sebagai salah satu Bupati tepatnya di Gowa. Terlebih lagi,
pemohon sama-sama sebagai membayar pajak kepada negara, sama pula
kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya
kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, pemohon dirugikan atau
kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam
Pemilikada serentak di Kabupaten Gowa Tahun 2015 akibat diberlakunya norma
pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemohon sebagai warga negera
mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan waga negara lainnya
dalam Pemilukada yang demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4)

UUD 1945.°

Dewasa ini masyarakat ini Indonesia sering merasa Undang-undang yang
dibuat para pemangku kekuasaan tidak berpihak kepada meraka, oleh karena itu
masyarakat sering tidak diuntungkan, bisa jadi hak-hak mereka didalam Undang-
undang tersebut direnggut bahkan tidak dilanggar. Undang-undang merupakan
sebuah produk politik. Membentuk Undang-undang adalah sebuah pekerjaan yang

sarat dengan kepentingan politik. Ketika proses membentuk Undang-undang ini

®Ibid , him 7
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berada di dalam ruang politik, maka akan muncul potensi Undang-undang yang sarat
akan muatan politik. Dampaknya Undang-undang yang berpotensi bertentangan
dengan UUD yaitu melanggar hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam

UUD. Padahal Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat yang memaksa.

Oleh karena itu perlu adanya mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional
warga. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oelh konstitusi atau Undang-
undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena
dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar sehingga seluruh cabang
kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan
penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi
sekaligus berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Namun untuk sampai pada
kedudukan ini pemikiran tentang hak konstitusional mengalami evolusi yang panjang,
selanjutnya sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus
dilindungi. Oleh karena itu berarti harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk
mewujudkan perlindungan tersebut sehingga si pemilik hak dapat mempertahankan
hak-haknya bilamana terjadi pelanggaran. Mekanisme atau jalan hukum bagi
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut baik berupa mekanisme

yudisial (melalui proses peradilan) maupun non-yudisial (di luar proses peradilan).’

" Palguna Gede Dewa, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Compalint), Sinar Grafika,
Jakarta 2013, him 112.
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Pengaduan konstitusional merupakan mekanisme penting guna melindungi
hak konstitusional warga negara melalui mekanisme pengadilan Tata Negara dalam
perkembangan gagasan tentang negara hukum. Pengaduan konstitusional sebagai
mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pendailan Tata Negara. Dalam
hal ini, Mahkamah konstitusi, akan lebih mengidentifikasikan perlindungan terhadap
hak itu sekaligus lebih memberi penekanan perihal kedudukannya dalam konstitusi.
Perlindungan hak-hak itu akan menikmati pengutamaan yang memadai hanya jika
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan melakukan pengujian konstitusional
terhadap kasus-kasus nyata dalam praktik. Dengan kata lain adanya kewenangan
melakukan Mahkamah Konstitusi untuk mengadil perkara pengaduan konstitusional

adalah jaminan bahwa hak-hak konstitusional akan benar-benar ditaati.®

Pengujian Undang-undang masyarakat banyak tidak puas dan merasa hak
mereka direnggut dan melanggar konstitusi terutama dalam Undang-undang dasar
Negara Republik Indonesia.terutama pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
peraturan pemerintah  pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tntang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disini adalah
salah satu masyarakat indonesia atas nama adanan purchata ichsan sebagai anggota
DPRD provinisi sulawesi selatan periode 2014-2019, merasa pada Undang-undang

tersebut hak-haknya sebagai warga negara indonesia dirampas dan bertentangan

8 Ibid, him 176
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dengan UUD 1945 , salah saltu Pasal yang diuji adalah Pasal 7 huruf r yang berbunyi
“Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” Penjelasan Pasal 7 huruf r ini
: “yang dimasud dengan “tidak memiliki pkonflik kepentingan dengan petahana”
adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan
1(satu) tingkat ke atasa, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu,
mertua, paman , bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati eda

1(satu) kali masa jabatan”.®

Tentu hal ini menimbulkan protes karena mengapa Pasal tersebut telah

melanggar 4 (empat) Pasal sekaligus pada Undang-undang Dasar 1945 yaitu :

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Setap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindugan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.

3. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

® Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tantang Perubahan Atas Undang-
undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
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Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintah

4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perindungan terhadap
pelakuan yang bersifat diskiminatf itu.

Keberadaan norma dalam Pasal Undang-undang yang diuji dalam
permohonan ini tentu saja akan merugikan setiap orang yang memiliki hubungan
petahana dengan salah satu krabatnya yang mash menjabat sebagai kepala daerah,
tentu saja ini akan membatasi hak konsttusional, karea adanya pembedaan yang
bersifat diskriminatif antara warga negara indonesia lainnya dalam hukum dan
pemerintahan, seta apat meneybabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama

dalam pemerintahan.

Tujuan pembuatan Undang-undang ini terutama pada Pasal 7 huruf r ini
adalah meminimalisirkan politik dinasti, tetapi pelarangan politik dinasti dengan
begitu saja di dalam UU bisa melanggar hak konstitusional warganegara. Maka itu
perlu instrumen hukum lain untuk mengaturnya. Penyalahgunaan kekuasaan itu bisa
dilakukan untuk dirinya sendiri yang akan mencalonkan diri lagi, bisa juga dilakukan
untuk memenangkan anggota keluarganya yang ikut kontes dalam pilkada, entah

anaknya, istrinya, saudaranya, atau bahkan orang lain yang satu geng politik

10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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dengannya. Bentuk penyalahgunaan jabatan itu bisa bermacam-macam. Ada yang
menggunakan jaringan struktural pemerintahan daerah secara sistematis guna
memenangkan kepentingan politik sang petahana, ada pula yang menggunakan dana
APBD vyang dibelokkan untuk pemenangan. Dana bakti sosial (baksos) dan bantuan
sosial (bansos) yang memang resmi ada di APBD bisa dikucurkan secara rapel persis
menjelang pelaksanaan pemilukada dengan pesan harus memenangkan petahana atau

calon tertentu.

Atas dasar tersebut diatas serta mengingat salah satu kewenangan mahkamah
konsttusi untuk menguji suatu undangundang terhadap Undang-Undang dasar negara
republik indonesia maka diajukanlah permohonan untuk dilakukan pengujian
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor
1 Tahun 2015 tentang penetapa peraturan pemerintah pengganti Undang-undang
nomor 1 Tahun 2014 tntang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-undang, yakni Pasal 7 huruf r tentang “konflik petahana” bahwa dari Pasal
tersebut menimbulkan pelanggaran hak-hak dasar. Hasil pengujian ini kemudian
dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 33/PUU-XI1/2015 dan telah

dibacakan pada tanggal 08 juli 2015.

Dalam kasus ini contoh kasus di wiliayah Kabupaten Ogan Ilir, dimana
dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, salah satu
pasangan nomor urut 2 Ahmad Wazir Noviadi-llyas Panji Alam, calon Bupatinya

masih memiliki hubungan petahana dengan Bupati yang kemarin menjabat sekarang
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yaitu Ir. H. Mawardi Yahya yang tidak lain adalah orang tuanya sendiri, jadi
hubungan mereka berdua adalah ayah dan anak kandung . Didalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang berbunyi “Tidak
memiliki konflik kepentingan dengan petahana” sehingga Ir. H. Mawardi Yahya

itulah membuat alasannya harus meninggalkan jabatannya tersebut.

B. Rumusan masalah
Bertolak pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan
beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis dasar pertimbangan Hakim dalam pencabutan Pasal 7
huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015
2. Apa akibat hukum pencabutan Pasal 7 huruf r terhadap masyarakat.?
C. Tujuan penelitian
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut terhadap pencabutan Pasal 7 huruf r pada Undang-
undang nomor Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan Pasal 7 huruf r pada
Undang-undang nomor Tahun 2015.
D. Manfaat penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
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Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas
wawasan tentang IImu Hukum pada umumnya, pada khususnya Hukum
Tata Negara terutama kajian pada lembaga Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

a) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan praktisi untuk
mengetahui jika ada Undang-undang yang melanggar hak
Konstitusional mereka atau HAM maka dapat mengajukan ke
Mahkamah Konstitusi.

b) Untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi para pembuat
aturan khususnya dalam pembuatan suatu Undang-undang harus
lebih jelih lagi dan memperhatikan hak Konstitusional
masyarakat, jangan sampai ada yang dilanggar.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan
menganalisis putusan Hakim MK tentang Pencabutan Pasal 7 huruf r pada Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2015, serta apa akibat hukum dari pencabutan Pasal 7 huruf r
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dan masyarakat yang dimaksud adalah pihak-
pihak yang merasa hak untuk mencalonkan kepala daerah tidak bisa dikarenakan ada

konflik petahana

F. Kerangka teori
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Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Teori Ratio Decidendi
Teori ini adalah didasarkan pada suatu landasan filsafat yang mendasar,
yang selalu mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan
seluruh pokok perkara yang disengketakan atau disidangkan, lalu mencari
peraturan perundang-undangan yang relevan atau cocok dengan pokok
perkara yang disengketakan atau disidangkan sebagai salah satu dasar
hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.!

2. Teori Legitimasi dan Validitas Hukum.
Teori Validitas Hukum merupakan salah satu teori yang paling tinggi
dalam ilmu hukum. Teori Validitas atau legitimasi dari hukum ialah teori
yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya supaya suatu
kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga
dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa,.'?

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

11 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Hukum Progresif, Jakarta, Sinar
Grafika, 2011, him 108

12 Munir Faudy, Teori-teori Besar (Grand theory) Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia
Group, Jakarta 2013, him 117
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didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran
teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum
kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui

putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitan

Tipe penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa penelitian
normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-
peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada
perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada

perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan Penelitian dalam penelitian hukum yaitu :
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan cara menganalisis semua
peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan topik
permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perUndang-undangan

ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian

13 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta 1996, him 94
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antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara
Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain, dst'4

2. Pendekatan Analisis (analytical approach)
Pendekatan analisis ialah untuk dapat memberti tahu suatu makna yang
terkandung didalam istilah atau bahasa yang digunakan oleh aturan
perundang-undangan secara konsepsional, dan juga memberi tahu
tentang suatu penerapan dalam praktik dan putusan hukum. hal ini
dilakukan melalui dua tahap pemeriksaan. pertama, peneliti harus bisa
mendapatkan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang
bersangkutan. kedua, penulis harus mengkaji dan menganalisis istilah-
istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-
putusan hukum.®®

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting
sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi
hukum  ketika menyelesaikan isu  hukum yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, him. 136
1bid., him 140.



30

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang

relevan dengan permasalahan.'®

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Data primer
Data yang diperoleh adalah putusan Hakim Mahkamah
Konstitusi Nomor 33/PUU-X11/2015 tentang pencabutan Pasal 7 huruf
r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan
terhadap data-data hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan
diantaranya :
a. Undang — Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
b. Undang-undang 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

16 Ibid., him 139.
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Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
undang.

c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
tentang .Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-undang.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XI111/2015.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XI111/2015.

f. Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant on economic,
Social and Cultural Right (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

2. Bahan Hukum Sekunder, Literatur-literatur hukum terutama
tentang lembaga negara terutama Mahkamah Konstitusi, Hak
asasi Manusia, dan teori-teori ketatanegaraan lainnya yang
sifatnya melengakapi dan memberikan penjelasan bahana-
bahan hukum primer

3. Bahan Hukum Tersier, adalah kumpulan berita, tulisan ilmiah,
maupun pendapat-pendapat di berbagai media massa dan
media elektronik serta kamis hukum/kamus bahasa yang

digunakan untuk memberikan petunjuk guna menjelaskan,
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menggambarkan dan mengeksplorasikan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perUndang-

undangan, literatur-literatur, makalah, artikel, data statistik, dan lain-lain.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai analisis kualitatif melalui
metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah data didapatkan lalu dilakukan
analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam
bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau
gambaran lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar topik permasalahan yang dibahas?’

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini memakai metode

induktif. Metode induktif yaitu proses penarikan kesimpulan dengan mengamati

17 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 2003, him. 16.
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sejumlah peristiwa khusus dan kemudian menarik sebuah kesimpulan yang berupa

suatu gagasan atau simpulan umum.*®

18 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, 2004, him. 102.
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